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Bahwa   sesuai   dengan   Pasal   26   Peraturan  Komisi   Pemilihan Umum 

Nomor 1 Tahun  2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi Publik 

Di Lingkungan  Komisi Pemilihan Umum harus membentuk Struktur 

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi; bahwa  sesuai  dengan  

Pasal  27   Peraturan    Komisi   Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi Publik  Di Lingkungan 

Komisi  Pemilihan Umum,  Pejabat Pengelola  lnformasi dan  Dokumentasi 

Diangkat oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat; bahwa  berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a  dan  huruf b  diatas, 

Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk 

menunjuk dan menetapkan  Struktur Pejabat Pengelola lnformasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.  

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : 
Undang-undang  Nomor  36 Tahun  1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor 8154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3881);  Undang-undang    Nomor   11  Tahun  2008  tentang  lnformasi  
dan Transaksi Eleklronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 3843); Undang-undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi  Publik  (Lembaran  Negara  Republik   
Indonesia  Tahun2008 Nomor 61, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
4846); Undang-undang   Nomor 25 Tahun  2009 tentang  Layanan  Publik (Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah  
Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 910); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31  Tahun 
2008 tentang    Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 1   Tahun 2010 tentang Standar Layanan lnformasi Publik; Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi 
Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1  Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan 
Pelayanan lnformasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.  Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagimana telah diubah terakhir  terakhir 
dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan  Organisasi 
dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Jenderal  Komisi Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Komisi  



 

 
 
 
 
CATATAN : 

Pemilihan  Umum  Provinsi, dan  Sekretariat   Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236). 
 
 
Dalam Keputusan KPU PROVINSI JAWA BARAT  NOMOR : 69  TAHUN 2022 TENTANG 

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN diatur tentang : 

KESATU Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Barat. KEDUA  Struktur sebagaimana  
dimaksud  dalam  diktum  PERTAMA  terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini. KETIGA  Struktur sebagaimana dimaksud dalam diklum PERTAMA 
mempunyai tugas sebagai pengelola informasi publik.  KEEMPAT  Keputusan ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022 
- Lampiran 2 halaman 


